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Dalam  hidup bernegara, Anda dapat
menemukan beberapa aturan yang mengatur
pagaimana pemerintahan dijalankan.

Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan
pemerintahan dan bagaimana kekuasaan
tersebuf diperoleh.

Anda juga dapat menemukan adanya beberapa
aturan yangsama sekali tidak berhubungan
dengan cara-cara pemerintahan dijalankan.
’I\/Iisalnya, bagaimana aturan mengendarai
kendaraan bermotor di jalan raya dan
bagaimana cara mencari keadilan jika hak
dilanggar orang lain.



 Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang
berisi ketentuan yang mengatur bagaimana
pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan
bagian dari konstitusi.
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum

yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah
diatur dan dijalankan.

Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam
konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar
dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula
sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan suatu negara.




*

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam
bahasa Prancis dikenal dengan istilanh  constituer, dalam bahasa
Latin/Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris
digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan isfllah
constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verfassung,
sedangkan dalam bakasa Arab digunakan istilah masyrutiyah (Riyanto,
2009). v

Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang
dimaksud demgan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara.
Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengendi suatu
negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan
dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970),
pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu
negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai
pembentukan negara (Machfud MD, 2001). .

*



*

« Merujuk pandangan Lord James Bryce yang

dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka

, negara yang diorganisasikan melalui dan dengan’
hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang
tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-
haknya.

« Pendek kata bahwa konstitusi Iitu menurut
pandangannya merupakan kerangka negara yang
diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang
ST e lembaga-lembaga yang tetap

* (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi
dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen
tersebut.

*



UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam
jenjang norma hukum di Indonesia.

Berdasar ketentuan ini, secara normatif, ,undang-
undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD."
Jika suatu undang - undang isinya dianggap
bertentangan dengan UUD 4naka dapat melahirkan
masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut.
Warga+ negara dapat mengajukan pengujian
konstitusionalitas suatu undang-undang kepada
Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi mempunyali materi muatan tentang
organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD,
kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas
iIdeologi negara. .



FUNGSI KONSTITUSI

Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme.
Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan
konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi
dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi
undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan
perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam

artt sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto,
2009).

Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian,
diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi




. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa
agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak
sewenang-wenang terhadap rakyatnya;

. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan
masyarakat yang di citacitakan tahap berikutnya,;

. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut
suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung
tinggi oleh semua warga negaranya,

. Menjamin hak-hak asasi warga negara.




Haruskah setiap negara
memiliki konstitusi?

Jika konstitusi sedemikian
penting, bagaimana
wujudnya?




Konstitusi juga diperlukan untuk membagi
Kekuasaan dalam negara.

Dandangan ini didasarkan pada  fungsi
Konstitusi yang salah satu di antaranya adalah
membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi
dan Ibrahim, 1988).

Bagi mereka yang memandang negara dari
sudut kekuasaan dan menganggap sebagai
organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat
*dipandang sebagal lembaga atau kumpulan
asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan
dibagi di antara beberapa embaga
kenegaraan, misalnya antara badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.




Mengapa diperlu’kan konstitusi dalam
kehidupan berbangsa-negara ? .

+

« Agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau
penguasa negara. +

o Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk
membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di
sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.

e Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut
merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan
‘pemerintahan di Indonesia.

 Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika
kekuasaan ,pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja
penguasa akan memerintah dengam sewenang-
wenang.



UUD NRI 1945 sebagal konstitusi negara
Indonesia memiliki kedudukan sebagal

" hukum tertinggi dan hukum dasar negara.

Sebagai htukum tertinggi negara, UUD
NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi
dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Sebagal hukum dasar, UUD NRI 1945
merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-
undangan di bawahnya.
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e Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi
negara, maka peraturan perundangan di
bawah UUD NRI 1945, isinya bersumlyer dan.
tidak boleh bertentangan dengannya.

e Misal isi nofma suatu pasal dalam undang
undang, tidak boleh bertentangan dengan
UUD NRI. )

« Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagal

Konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi

. peraturan di bawahnya bertentangan atau

tidak.




+

 Unrdang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan
dari pada norma;norma yang terdapat dalam undang-
undang dasar. ¢

« Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara
yang berfvenang menguji konstitusionalitas undang-
undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah
Konstitusi.

 Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah
pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-
undang itu baik dari segi formal ataupun material
terhadap UUD.

+



 Uji material menyangkut pengujian UU vyang
berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian UU vyang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI 1945.

« Uji formal menyangkut pengujian UU yang
berkengan dengan proses pembentukan UU dan
hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian*
material.

 Hasil pengujian UU yang tidak sesuai dengan
+ UUD maka harus dilakukan perubahan.



Perubahan UUD NRI 1945

+

. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.

. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.




Penyebab adanya pgrubahan UUD NRI 1945

Belum memuat
* landasan bagi
kehidupan demokratis

Landasan tentang
pemberdayaan rakyat dan
penghormatan HAM
kurang cukup

+

Terdapat pasal-pasal
yang multitafsir

+




3. Latar Belakang
T Cor o

Antara lain = Pembukaan Kekuasaan tertimggi di Menyempumakan aturamn
= Amandemen ULID 1945 = Batang Tubuk tangan MPR dasar mengenai;
* Penghapusan Doktrin = 16 bakb « Kekuasaan yang samgat « Tataman negara
Crwwil Fungsi ABRI = 37 pasal besar pada Presiden = Kedaulatan Rakyat
+* Penagakan hukum, = 49 ayat « Pasal-pasal yang berlaku = HAM
HAM, dan s 4 pasal Aturan luwes sehingga = Pembagian kekuasaan

pemberantasan KKMN FPeralihan mienimibulkan multitafsir Kesajahteraan Sosial
« Donomi Dasrakh = J ayal ADuran = Kewenangan pada Eksistensi negara
= Kebebasan Pers Tambahan Presiden untuk demickrasi dan negara
= Mewujudkan kehidupan = Panjelasan mengatur hal-hal hukum
demokrasi penting dengan = Hal-hal lain sesuwai
undang-undang dengan perkembangan
= Rumusan ULILD 1945 aspirasi dan kebutuhan
tentang semangat bamgsa

penyelenggara negara
belum cukup didukung
. : ketentuan konstitusi
I - I -~

8. Hasil Perubahan 7. S5idang MPR 5. Kesepakatan Dasar 5. Dasar Yuridis

* Pembukaan = Sidang Umum MPR 1959 = Tidak mengubakh = Pasal 3 UUD 1945
= Pasal-pasal: Tanggal 14-21 Okr 1999 Pembukaan UUD 1945 = Pasal 37 UUD 1945
= 31 bab « Sidang Tahunan MPR = Tetap mempertahankan = TAP MPR
= 73 pasal 2000 Tanggal 7-18 Agt HNegara Kesatuan MNo. X/ /MPRA1995
= 170 ayat 2000 Republik Indonesia = TAP MPR
= 3 pasal Aturan « Sidamg Tahunan MPR = Mempemegas sistenm Mo X/ MPR/2000
Peralihan 2001 Tanggal 1-2 Mov presidensiil = TAP MPR
= ) pasal Aturamn Z00 = Penjelasan UUD 1945 Mo X1L/MPRA2001
Tambahamn = Sidang Tahunan MPR yvang memuat hal-hal
2002 Tanggal 1-11 Agt normatif akan
2002 dimasukkan ke dalam

pasal-pasal
= Perubahan dilakukan
dengan cara
“adendum




Perubahan

Avyat Aturan
Peralihan

4 pasal

3 pasal

Aturan Tambahan

2 ayat

2 pasal




Salah satu contoh nyata hasil Jperubahan konstitusi kita yang sangat
penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam
hal pajak di mana dalam Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan,undang-

undang”.

Kas Negara Pembahasan APEM Anggaran
ngg:

FPemenniah dan DPK I:'E'1'_1.:||:l:'|tc‘|l'| dan
Eelanja Megara

R D« e

Warga Negara
iPembayar Pajak dan Non
Pembayvar Pajak)

Henyadiaan Fasdlifas dan
Layanan Pulbdik

FIAJAK dan Sumber
Fendapatan Lalnmya
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